DKPP PERIKSA KETUA DAN KASUBBAG KPU KONAWE SELATAN
TERKAIT POLITIK UANG
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Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang
pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara
Nomor 45-PKE-DKPP/I11/2024 di Kantor Ruang Sidang Kantor Bawaslu Provinsi
Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Senin (7/5/2024).

Perkara ini diadukan oleh Rendra Alam Lamuse yang mengadukan Ketua KPU
Kabupaten Konawe Selatan Muh Yunan (Teradu I) serta Kasubbag Perencanaan Data dan
Informasi (Rendatin) KPU Kabupaten Konawe Selatan Han Daming (Teradu I1).

Dalam pokok aduannya, Rendra Alam menyebut kedua Teradu telah menjanjikan
dirinya sejumlah perolehan suara pada 10 desa yang ada di Kabupaten Konawe Selatan
saat Pemilu Tahun 2024 yang lalu. Perolehan suara yang telah dijanjikan ini diduga
ditukar guling dengan imbalan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam pokok aduan disebutkan bahwa perjanjian ini diduga terjadi pada saat
diadakannya kegiatan Sosialisasi PKPU Nomor 25 Tahun 2023 di Hotel Claro, Kendari,
29 Januari 2024. Namun, Rendra Alam selaku Pengadu absen saat sidang ini dan memilih
menyampaikan surat pencabutan perkara.

Kendati demikian, Majelis memutuskan untuk tetap melanjutkan sidang ini. Ketua
Majelis J. Kristiadi mengatakan, berdasarkan Pasal 19 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun
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2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP tidak terikat
dengan pencabutan aduan/laporan sepanjang pengaduan telah dicatat dalam Berita Acara
Verifikasi Materiel.

“Oleh karena itu persidangan ini tetap kita lanjutkan tanpa kehadiran Pengadu,”
kata J. Kristiadi. Dalil Pengadu sebagaimana disebutkan dalam formulir pengaduan pun
dibantah oleh para Teradu. Menurut Yunan (Teradu 1), tidak ada perjanjian apa pun antara
dirinya dengan Pengadu pada 29 Januari 2024.

“Pengadu bukan mau berkonsultasi tapi berusaha untuk meminta bantuan kepada
saya dalam hal mencarikan suara, di situ saya langsung menolak karena sudah tidak sesuai
dengan kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu” ujar Yunan.

Dalam sidang ini, Yunan mengaku bahwa dirinya memang sempat bertemu
dengan Rendra Alam di cafe yang terdapat di Hotel Claro. Namun, baik Yunan maupun
Han Daming (Teradu Il) juga membantah telah menerima uang dari Pengadu.

Menurut Yunan, yang terjadi adalah Rendra Alam meninggalkan amplop saat
pergi dari cafe tersebut tanpa pamit sebelumnya. Setelah memeriksa isi amplop tersebut,
diketahui amplop tersebut berisi uang.

Hal itu diamini oleh Han Daming. Kepada Majelis, ia mengaku diperintah oleh
Yunan untuk mengejar Pengadu yang telah pergi.

“Selama pertemuan di cafe Hotel Claro tidak ada pembahasan soal uang, justru
yang terjadi adalah Pengadu meninggalkan amplop di atas meja yang tidak diketahui
jumlahnya ketika pamit begitu saja,” ungkap Han Daming.

Sidang ini dipimpin oleh J. Kristiadi selaku Ketua Majelis. Anggota Majelis
terdiri dari tiga orang Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu
Ali Hadara (unsur Masyarakat), Bahari (unsur Bawaslu), dan Hazamuddin (unsur KPU).

Sumber Berita:

1. https://dkpp.go.id/dkpp-periksa-ketua-dan-kasubbag-kpu-konawe-selatan-
terkait-politik-uang/, “DKPP Periksa Ketua dan Kasubbag KPU Konawe Selatan
Terkait Politik Uang”, tanggal 17 Mei 2024;

2. https://sultrademo.co/dugaan-skandal-suap-pemilu-guncang-konsel-dkpp-
periksa-ketua-kpu-dan-kasubbag-sekretariat/, “DKPP Periksa Ketua dan
Kasubbag KPU Konawe Selatan Terkait Politik Uang”, tanggal 16 Mei 2024.

Catatan:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah menjadi Perpu Nomor 1 Tahun 2022, pada:
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1) Pasal 155 ayat (2) menyatakan bahwa “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan
memuhrs aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang,
dilakttkan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota, KPU
Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota
Bawaslu Kabupaten/Kota.”

2) Pasal 157 ayat (1) menyatakan bahwa “DKPP menyusun dan menetapkan kode
etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS.”

3) Pasal 159:

a. Ayat (1) menyatakan bahwa “DKPP bertugas: a. menerima aduan dan/atau
laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh
penyelenggara Pemilu; dan b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta
pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode
etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.”

b. Ayat (2) menyatakan bahwa “DKPP berwenang: a. memanggil Penyelenggara
Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan
penjelasan dan pembelaan; b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain
yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen
atau bukti lain; c. memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang
terbukti melanggar kode etik; dan d. memutus pelanggaran kode etik.”

2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik
Penyelenggara Pemilihan Umum sebagimana telah diubah menjadi Peraturan
DKPP Nomor 1 Tahun 2022, pada Pasal 19 menyatakan bahwa “Dalam hal
Pengaduan dan/atau Laporan yang telah dicatat dalam Berita Acara Verifikasi
Materiel dicabut oleh Pengadu dan/atau Pelapor, DKPP tidak terikat dengan

pencabutan Pengaduan dan/atau Laporan.”
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